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Abstrak 

Gizi masyarakat merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan derajat 
kesehatan masyarakat di Indonesia. Kebijakan hukum kesehatan di Indonesia, 
termasuk regulasi tentang gizi, memiliki peran penting dalam menciptakan 
lingkungan yang mendukung peningkatan status gizi. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pandangan hukum kesehatan terhadap gizi masyarakat di Indonesia, 
dengan fokus pada regulasi, implementasi, dan tantangan yang dihadapi. Hasil 
kajian menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai peraturan yang mengatur 
tentang gizi, masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya di tingkat 
masyarakat. Tantangan utama meliputi kurangnya kesadaran hukum, keterbatasan 
sumber daya, dan koordinasi lintas sektor yang kurang optimal. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi dan implementasi yang lebih 
efektif, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi dalam 
kesehatan. Rekomendasi diberikan untuk memperbaiki kebijakan yang ada agar 
lebih responsif terhadap kebutuhan gizi masyarakat Indonesia. 
Kata Kunci: Hukum Kesehatan; Gizi Masyarakat; Kebijakan. 

Abstract 
Community nutrition is a critical component in efforts to improve public health in 
Indonesia. Health law policies in Indonesia, including regulations on nutrition, play a 
significant role in creating an environment that supports the enhancement of 
nutritional status. This study aims to analyze the health law perspective on community 
nutrition in Indonesia, focusing on regulations, implementation, and challenges 
encountered. The findings indicate that despite the existence of various regulations 
governing nutrition, there are still gaps in their implementation at the community 
level. Major challenges include a lack of legal awareness, limited resources, and 
suboptimal cross-sectoral coordination. This study concludes that there is a need for 
strengthening regulations and more effective implementation, as well as raising public 
awareness about the importance of nutrition in health. Recommendations are 
provided to improve existing policies to be more responsive to the nutritional needs of 
the Indonesian community. 
Keywords: Health Law; Community Nutrition; Policy. 
 
PENDAHULUAN 

Gizi masyarakat merupakan komponen fundamental dalam peningkatan 

kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia. Masalah gizi yang terjadi, seperti 

stunting, wasting, obesitas, dan defisiensi mikronutrien, menjadi tantangan serius 

yang perlu diatasi melalui intervensi yang komprehensif. Dalam konteks ini, hukum 
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kesehatan berperan penting sebagai landasan untuk mengatur dan mengawasi 

upaya peningkatan gizi masyarakat.1 Hukum kesehatan di Indonesia telah 

mengakomodasi aspek gizi sebagai bagian dari hak atas kesehatan yang diatur 

dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk 

memperoleh gizi yang cukup dan berkualitas. 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan salah satu 

instrumen hukum utama yang mengatur tentang kesehatan dan gizi di Indonesia. 

Pasal 141 undang-undang ini menekankan pentingnya perbaikan gizi masyarakat 

sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, 

regulasi lain seperti Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian 

Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif juga memberikan perhatian khusus pada pentingnya 

gizi sejak dini, dengan mewajibkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama 

kehidupan bayi. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bayi 

mendapatkan nutrisi optimal yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan mereka. 

Teori kesehatan masyarakat menjelaskan bahwa status gizi masyarakat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan, perilaku, serta akses 

terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.2 Intervensi berbasis masyarakat 

yang didukung oleh kebijakan yang kuat dan implementasi yang efektif menjadi 

kunci dalam meningkatkan status gizi. Dalam hal ini, hukum kesehatan berfungsi 

sebagai instrumen untuk mengatur dan memastikan bahwa kebijakan dan program 

gizi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hukum kesehatan juga berperan 

dalam melindungi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap 

makanan yang bergizi dan aman.3 

Namun, meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur tentang gizi, 

implementasi di lapangan masih menemui banyak kendala. Salah satu tantangan 

 
1 Susetiyo, W., & Iftitah, A. (2021). Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan 

Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. Jurnal Supremasi, 92-106. 
2 Dini, J. P. A. U. (2023). Analisis Penyebab Kejadian Stunting pada Anak Usia Dini. Jurnal Obsesi: 

Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 7(3), 3840-3849. 
3 Rozakiya, A. (2019). Tinjauan Hukum terhadap Pemberian Pelayanan Kesehatan dan 

Makanan terhadap Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Permasyarakatan Tanjung Gusta 
Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area). 
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utama adalah kurangnya koordinasi lintas sektor yang menyebabkan kebijakan gizi 

tidak berjalan secara optimal. Selain itu, kesadaran hukum di kalangan masyarakat 

juga masih rendah. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak-

hak mereka dalam memperoleh gizi yang memadai, serta belum mengetahui adanya 

regulasi yang melindungi hak tersebut.4 

Implementasi kebijakan gizi juga terkendala oleh keterbatasan sumber daya, 

baik dari segi tenaga kesehatan yang terlatih maupun dana yang tersedia untuk 

program-program gizi. Di banyak daerah, terutama di wilayah-wilayah terpencil, 

akses terhadap pelayanan kesehatan yang mencakup intervensi gizi masih sangat 

terbatas. Kondisi ini diperparah dengan minimnya edukasi mengenai pentingnya 

gizi dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pola makan yang sehat. 

Meskipun regulasi dan strategi sudah tersedia, implementasi kebijakan gizi di 

lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Kurangnya koordinasi antara 

berbagai sektor dan kurangnya sumber daya menjadi beberapa penyebab utama. 

Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap regulasi gizi masih 

perlu diperkuat. Pengawasan yang lemah sering kali menyebabkan pelanggaran 

terhadap regulasi gizi tidak ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas, sehingga 

efektivitas regulasi menjadi kurang optimal. Penegakan hukum yang lebih tegas 

diperlukan untuk memastikan bahwa setiap individu dan institusi mematuhi aturan 

yang telah ditetapkan, terutama dalam hal distribusi dan konsumsi makanan yang 

sehat dan bergizi. 

Peran tenaga kesehatan dalam mendukung implementasi kebijakan gizi juga 

sangat penting. Mereka harus memiliki pemahaman yang baik tentang regulasi yang 

ada dan mampu menerapkannya dalam praktik sehari-hari.5 Pendidikan dan 

pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan dapat membantu meningkatkan 

kapasitas mereka dalam memberikan layanan gizi yang berkualitas kepada 

masyarakat.6 

 
4 Ardinata, M. (2020). Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif 

hak asasi manusia. Jurnal Ham, 11(2), 319-332. 
5 Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan 

stunting di Kota padang. jurnal manajemen dan ilmu administrasi publik, 3(1), 11-21. 
6 Munir, I. (2024). Pelatihan Intensif Kader Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Stunting 

Yang Efektif. Jurnal Ilmu Kesehatan dan Gizi, 2(3), 42-48. 
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Di samping itu, masalah gizi tidak bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan saja. 

Kerja sama lintas sektor, termasuk sektor pendidikan, pertanian, dan ekonomi, 

sangat diperlukan untuk mengatasi masalah gizi secara holistik.7 Koordinasi yang 

efektif antar sektor ini dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang 

mendukung peningkatan status gizi masyarakat, misalnya melalui program-

program ketahanan pangan dan edukasi gizi di sekolah-sekolah. Gizi buruk masih 

menjadi masalah kesehatan yang signifikan di Indonesia pada tahun 2024, 

meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait 

untuk mengatasi masalah ini. Gizi buruk, terutama pada anak-anak balita, dapat 

menyebabkan dampak jangka panjang yang serius, termasuk stunting (kekerdilan), 

keterlambatan perkembangan, dan peningkatan risiko penyakit kronis di kemudian 

hari. 

Meskipun regulasi dan kebijakan mengenai gizi sudah cukup memadai, 

tantangan utama terletak pada implementasi dan penegakan hukum di lapangan. 

Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, 

meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, dan memastikan bahwa sumber 

daya yang diperlukan untuk program gizi tersedia dengan cukup. Dengan demikian, 

hukum kesehatan dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung upaya 

peningkatan status gizi masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya akan berdampak 

positif pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. 

 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan idenfikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas, Penyusunan 

penelitian ini menggunakan metode penelitian ilmu hukum normatif, metode 

penelitian ilmu hukum normatif dalam penelitian ini meliputi pengkajian mengenai 

konsep hukum.8 Dalam penelitian  atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan 

untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta fakta sosial, 

sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta-fakta sosial yang dikenal 

 
7 Nazaruddin, B., Rahmadani, S., Anwar, A., Marzuki, D. S., AS, A. A., Hamka, N. A., ... & Pratiwi, 

D. (2023). Indikator Kolaborasi Lintas Sektor Kota Layak Anak: Pengukuran Kinerja Program 
Kesehatan. Penerbit NEM. 

8 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008). 
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hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan 

memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-

langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.9 

 

PEMBAHASAN 

Efektivitas Regulasi Kesehatan dalam Meningkatkan Status Gizi Masyarakat  

Gizi merupakan salah satu faktor penentu utama dalam kesehatan 

masyarakat. Di Indonesia, permasalahan gizi seperti stunting, wasting, dan obesitas 

masih menjadi tantangan besar. Mengingat pentingnya gizi dalam pembangunan 

manusia, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai regulasi kesehatan 

yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat. Namun, efektivitas dari 

regulasi ini menjadi pertanyaan yang perlu dianalisis secara mendalam 

Regulasi kesehatan di Indonesia telah dirancang dengan tujuan untuk 

meningkatkan status gizi masyarakat. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan menegaskan pentingnya gizi sebagai bagian integral dari hak atas 

kesehatan, memberikan landasan hukum bagi berbagai upaya pemerintah dalam 

mengatasi masalah gizi. Namun, efektivitas regulasi ini masih menjadi perdebatan, 

mengingat masih tingginya angka malnutrisi di berbagai wilayah di Indonesia. 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi landasan 

hukum utama yang mengatur hak atas gizi sebagai bagian dari hak kesehatan. Pasal 

141 undang-undang ini menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh gizi 

yang cukup dan memadai. Undang-undang ini juga mengamanatkan pemerintah 

untuk memastikan ketersediaan makanan yang aman, bergizi, dan terjangkau bagi 

seluruh lapisan masyarakat. 

Pentingnya gizi dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia tidak bisa 

dipungkiri. Malnutrisi, baik dalam bentuk kekurangan maupun kelebihan gizi, 

memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan individu dan potensi ekonomi 

suatu negara. Oleh karena itu, regulasi yang kuat dan implementasi yang efektif 

sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat 

mendapatkan gizi yang memadai.10 

 
9 Nasution. 
10 Yusuf, A. A. (2018). Keadilan Untuk Pertumbuhan. Unpad Press. 
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Salah satu regulasi penting dalam konteks ini adalah Peraturan Pemerintah 

No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Peraturan ini dirancang untuk 

memastikan bayi di Indonesia mendapatkan nutrisi terbaik di awal kehidupannya. 

Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama merupakan langkah kritis 

dalam mencegah stunting dan meningkatkan kesehatan anak di masa depan. 

Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala. 

Banyak ibu yang belum sepenuhnya didukung oleh lingkungan kerja atau fasilitas 

kesehatan untuk memberikan ASI eksklusif, meskipun peraturan sudah ada. Selain 

itu, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum membuat pelanggaran terhadap 

peraturan ini tidak selalu mendapatkan sanksi yang tegas.11 

Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting merupakan inisiatif besar 

pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Strategi ini melibatkan 

berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pertanian, dalam upaya 

kolektif untuk memperbaiki status gizi masyarakat. Meskipun demikian, hasil dari 

strategi ini masih memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengukur dampaknya 

secara keseluruhan. 

Salah satu tantangan terbesar dalam efektivitas regulasi kesehatan terkait gizi 

adalah kurangnya koordinasi lintas sektor. Masalah gizi tidak dapat diselesaikan 

oleh sektor kesehatan semata; diperlukan kerja sama yang erat dengan sektor-

sektor lain untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perbaikan gizi. Namun, 

di banyak kasus, koordinasi ini belum berjalan secara optimal. 

Di tingkat lokal, implementasi regulasi gizi sering kali terganggu oleh 

keterbatasan sumber daya. Banyak daerah, terutama yang terpencil, menghadapi 

kekurangan tenaga kesehatan yang terlatih dalam bidang gizi, serta terbatasnya 

anggaran untuk program-program gizi. Hal ini menyebabkan kebijakan yang sudah 

baik di tingkat nasional tidak selalu dapat diterapkan dengan efektif di lapangan. 

Pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi juga masih menjadi masalah. 

Tanpa pengawasan yang ketat, banyak program gizi yang tidak berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan. Misalnya, distribusi makanan tambahan untuk anak-anak 

 
11 Ainita, O. (2019). Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Fasilitas 

Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI untuk Mendukung Program ASI Ekslusif di Provinsi 
Lampung. Pranata Hukum, 14(1), 522801. 



Ahmad Fikri Ramadhana 

Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2. No.1 (2024)    45 

di sekolah sering kali tidak diawasi dengan baik, sehingga tujuan dari program 

tersebut tidak tercapai.12 

Penegakan hukum yang lemah juga berkontribusi terhadap rendahnya 

efektivitas regulasi gizi. Banyak pelanggaran terhadap peraturan yang tidak 

mendapatkan sanksi yang sepadan, sehingga menimbulkan kesan bahwa regulasi 

tersebut tidak begitu penting. Ini menyebabkan rendahnya kepatuhan terhadap 

regulasi yang ada. 

Di sisi lain, ada juga masalah terkait dengan kesadaran masyarakat. Meskipun 

regulasi telah ada, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi dan hak mereka 

untuk mendapatkan makanan yang sehat masih relatif rendah. Edukasi dan 

sosialisasi mengenai regulasi gizi sangat diperlukan untuk meningkatkan 

pemahaman ini. 

Pentingnya edukasi gizi tidak hanya berlaku bagi masyarakat umum, tetapi 

juga bagi tenaga kesehatan.13 Tenaga kesehatan perlu dibekali dengan pengetahuan 

dan keterampilan yang memadai untuk mendukung implementasi regulasi gizi. 

Namun, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan sering kali 

masih kurang mendapatkan perhatian.14 

Ketersediaan data yang akurat dan terkini juga menjadi kunci dalam 

mengukur efektivitas regulasi gizi. Tanpa data yang valid, sulit untuk mengevaluasi 

dampak dari regulasi yang telah diterapkan. Sayangnya, pengumpulan data gizi 

sering kali menghadapi kendala, terutama di daerah-daerah terpencil, karena faktor 

budaya juga memainkan peran penting dalam efektivitas regulasi gizi. Di beberapa 

komunitas, ada kebiasaan makan yang sulit diubah meskipun bertentangan dengan 

anjuran kesehatan. Ini memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap budaya 

dalam merancang dan mengimplementasikan program gizi. 

 
12 Yunita, N. (2020). Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) 

Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas 
Islam Riau). 

13 Firdaus, F., Ahmad, S., Akhyar, A., & Haeril, H. (2024). Efektivitas Program Kesehatan 
Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Prevalensi Stunting di Kabupaten Bima. JURNAL SYNTAX 
IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 5(3), 366-376. 

14 Aminda, R. S., Asri, N., Damanik, M. A., Mawarti, C., Fahriza, D., Hanifah, F. N., & Humaira, Z. 
(2024). Pengaruh Diskriminasi Harga Rumah Sakit Jakarta Terhadap Pelayanan Tenaga Kesehatan 
Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin. SINKRON: Jurnal Pengabdian Masyarakat UIKA 
Jaya, 2(1), 72-87. 
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Peran media juga tidak bisa diabaikan dalam meningkatkan kesadaran dan 

kepatuhan terhadap regulasi gizi. Media massa dan sosial dapat digunakan sebagai 

alat untuk menyebarkan informasi dan edukasi gizi kepada masyarakat luas. 

Namun, kampanye yang dilakukan melalui media perlu didesain dengan baik agar 

pesan yang disampaikan benar-benar efektif, sektor swasta juga memiliki tanggung 

jawab dalam mendukung regulasi gizi. Industri makanan, misalnya, perlu 

memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan sesuai dengan standar gizi yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Pengawasan terhadap industri ini sangat penting 

untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi 

juga pada kesehatan konsumen. 

Evaluasi regulasi gizi juga harus dilakukan secara berkala untuk 

menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan tantangan yang ada. Tanpa 

evaluasi yang teratur, regulasi yang ada bisa menjadi tidak relevan atau tidak efektif 

lagi dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Peran pendidikan formal juga sangat 

penting dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Sekolah-sekolah harus 

menjadi tempat di mana anak-anak tidak hanya mendapatkan pengetahuan 

akademis, tetapi juga edukasi gizi yang memadai. Kurikulum pendidikan perlu 

memasukkan materi tentang gizi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan 

anak. 

Meskipun banyak tantangan, ada juga kemajuan yang dicapai. Beberapa 

program pemerintah, seperti pemberian makanan tambahan di sekolah dan 

kampanye gizi seimbang, telah menunjukkan hasil yang positif. Namun, 

keberlanjutan dan perluasan program-program ini sangat penting untuk mencapai 

dampak yang lebih luas. Pada akhirnya, efektivitas regulasi gizi sangat tergantung 

pada komitmen semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. 

Hanya dengan kerjasama yang baik, regulasi ini bisa benar-benar meningkatkan 

status gizi masyarakat dan, pada gilirannya, meningkatkan kualitas hidup secara 

keseluruhan.15 

 
15 Rangkuti, M. Y., & Agustar, A. (2022). Change in Act Number 16 Of 2019 As An Amendment 

to Law Number 1 of 1974 Islamic Law and Gender Perspective. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, 
Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam, 14(1), 51-62. 
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Upaya yang lebih intensif diperlukan untuk mengatasi berbagai hambatan 

yang masih ada. Dengan perbaikan di berbagai aspek, dari koordinasi lintas sektor 

hingga peningkatan kesadaran hukum dan pendidikan, regulasi kesehatan terkait 

gizi di Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai tujuannya. Tanpa 

perbaikan ini, upaya peningkatan status gizi masyarakat Indonesia mungkin tidak 

akan mencapai hasil yang diharapkan. 

Implementasi Hukum Kesehatan Terkait Gizi Masyarakat 

Implementasi hukum kesehatan terkait gizi masyarakat di Indonesia 

merupakan upaya yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari 

regulasi hingga pelaksanaan program di lapangan. Salah satu fokus utama dalam 

kebijakan kesehatan Indonesia adalah memastikan bahwa seluruh masyarakat 

memiliki akses ke makanan yang bergizi dan aman. Hal ini sejalan dengan tujuan 

nasional untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kesenjangan dalam 

kesehatan. 

Kerangka hukum utama yang mengatur tentang gizi di Indonesia diatur dalam 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini 

menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan gizi yang memadai sebagai 

bagian dari hak kesehatan. Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah No. 33 

Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif yang mendukung pemberian gizi 

optimal sejak dini, serta berbagai peraturan lainnya yang mengatur tentang 

keamanan pangan dan penanganan gizi buruk. 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan landasan 

hukum yang kuat untuk upaya peningkatan gizi masyarakat. Di dalam undang-

undang ini, hak setiap individu atas gizi yang memadai diakui sebagai bagian 

integral dari hak kesehatan. Pemerintah diberi mandat untuk memastikan 

ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang cukup dan berkualitas bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

Namun, tantangan terbesar dalam implementasi hukum ini adalah 

memastikan bahwa kebijakan yang telah disusun dapat benar-benar diterapkan di 

lapangan. Di banyak daerah, terutama yang terpencil, akses terhadap layanan 

kesehatan masih terbatas, sehingga implementasi program-program gizi sering kali 
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tidak berjalan sesuai rencana. Kekurangan infrastruktur dan tenaga kesehatan yang 

memadai menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program tersebut.16 

Selain itu, meskipun sudah ada berbagai program yang dirancang untuk 

meningkatkan gizi masyarakat, seperti pemberian makanan tambahan di sekolah 

dan program pemberian ASI eksklusif, realisasi di lapangan sering kali terhambat 

oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak. Edukasi 

tentang pentingnya gizi yang baik sering kali belum merata, dan banyak keluarga 

yang masih belum memahami manfaat dari program-program tersebut. 

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia,17 Salah satu 

upaya pemerintah dalam menangani masalah gizi adalah melalui Program Nasional 

Percepatan Pencegahan Stunting. Program ini bertujuan untuk menurunkan 

prevalensi stunting di Indonesia, yang masih menjadi masalah serius, terutama di 

kalangan anak-anak balita. Program ini mencakup intervensi gizi spesifik, seperti 

pemberian makanan tambahan, serta intervensi gizi sensitif yang melibatkan 

perbaikan sanitasi dan akses air bersih. 

Namun, tantangan dalam implementasi program stunting ini sangat besar. 

Banyak daerah yang masih mengalami kesulitan dalam menjalankan program-

program ini karena kurangnya sumber daya dan koordinasi yang efektif antar 

instansi terkait. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan 

stunting juga masih perlu ditingkatkan, terutama di kalangan masyarakat pedesaan 

yang sering kali kurang mendapatkan informasi. 

Regulasi mengenai keamanan pangan juga merupakan bagian penting dari 

hukum kesehatan terkait gizi. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan 

yang bertujuan untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh 

masyarakat aman dan bebas dari kontaminasi. Namun, pengawasan terhadap 

pelaksanaan regulasi ini masih perlu ditingkatkan, terutama di pasar-pasar 

tradisional dan daerah-daerah yang jauh dari jangkauan otoritas pengawas. 

 
16 Tampubolon, D. (2020). Kebijakan Intervensi Penanganan Stunting Terintegrasi. Jurnal 

Kebijakan Publik, 11(1), 25-32. 
17 Gus Laura, Z., Antoni, E., & Revo Dwi Fajri, O. (2023). Penerapan Hukum Kesehatan Dalam 

Hak Dan Kewajiban Pasien Rumah Sakit. Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(2), 82–92 



Ahmad Fikri Ramadhana 

Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2. No.1 (2024)    49 

Dalam konteks pemberian ASI eksklusif, meskipun telah ada Peraturan 

Pemerintah No. 33 Tahun 2012 yang mendorong praktik ini, banyak ibu yang masih 

menghadapi tantangan dalam memberikan ASI secara eksklusif kepada bayi 

mereka. Tantangan ini termasuk kurangnya dukungan dari lingkungan kerja, serta 

kurangnya fasilitas publik yang mendukung ibu menyusui, seperti ruang laktasi 

yang memadai. 

Pentingnya peran tenaga kesehatan dalam implementasi hukum terkait gizi 

tidak bisa diabaikan. Tenaga kesehatan merupakan ujung tombak dalam 

pelaksanaan program-program gizi di lapangan.18 Namun, pelatihan dan pendidikan 

berkelanjutan bagi tenaga kesehatan di bidang gizi masih sering kali kurang 

mendapatkan perhatian. Ini menyebabkan adanya kesenjangan pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah gizi secara efektif. 

Selain itu, keberhasilan implementasi hukum kesehatan terkait gizi juga 

sangat bergantung pada dukungan dari sektor swasta. Industri makanan, misalnya, 

memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa produk yang mereka 

hasilkan sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, 

pengawasan terhadap industri ini sering kali masih lemah, dan banyak produk 

makanan yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar gizi yang seharusnya. 

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi 

kunci dalam memastikan bahwa regulasi gizi dapat diimplementasikan dengan 

efektif. Partisipasi aktif dari berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan 

lingkungan yang mendukung peningkatan gizi masyarakat. Namun, tantangan 

dalam membangun kolaborasi yang efektif ini masih sangat besar, terutama di 

daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya. 

Sementara itu, kesadaran hukum di kalangan masyarakat terkait hak atas gizi 

yang cukup masih perlu ditingkatkan. Banyak masyarakat yang belum memahami 

bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan makanan yang aman dan bergizi. 

Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi hukum kesehatan terkait gizi perlu 

diperkuat, agar masyarakat dapat lebih proaktif dalam menuntut hak mereka. 

 
18 Garuda, M. (2018). Indonesia 2045. Bentang Pustaka. 
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Penggunaan teknologi informasi juga dapat menjadi alat yang efektif dalam 

mendukung implementasi hukum kesehatan terkait gizi. Dengan memanfaatkan 

teknologi, pemerintah dapat menyebarkan informasi gizi dengan lebih cepat dan 

luas, serta memantau pelaksanaan program-program gizi di lapangan secara real-

time. Namun, pemanfaatan teknologi ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut, 

terutama di daerah-daerah yang akses internetnya terbatas.19 

Dalam jangka panjang, keberhasilan implementasi hukum kesehatan terkait 

gizi akan sangat bergantung pada adanya komitmen politik yang kuat dari 

pemerintah. Tanpa dukungan politik yang memadai, program-program gizi yang 

telah dirancang dengan baik tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Oleh 

karena itu, diperlukan upaya yang konsisten untuk memastikan bahwa isu gizi tetap 

menjadi prioritas dalam agenda nasional. 

Akhirnya, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan regulasi gizi sangat penting 

untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada tetap relevan dan efektif. Evaluasi ini 

harus mencakup analisis mendalam terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi 

dalam implementasi, serta identifikasi langkah-langkah perbaikan yang perlu 

dilakukan. Dengan demikian, regulasi gizi di Indonesia dapat terus disempurnakan 

untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu peningkatan status gizi masyarakat. 

Upaya yang lebih intensif dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, 

koordinasi antar-sektor, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum, 

diharapkan dapat memperbaiki implementasi hukum kesehatan terkait gizi.20 Ini 

bukanlah tugas yang mudah, mengingat luasnya wilayah Indonesia dan beragamnya 

kondisi sosial-ekonomi di setiap daerah. Namun, dengan kerja sama yang baik 

antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, tantangan-tantangan ini bisa 

diatasi. 

Kesimpulannya, implementasi hukum kesehatan terkait gizi di Indonesia 

masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya infrastruktur, 

keterbatasan sumber daya manusia, hingga kesadaran hukum yang rendah di 

 
19 Yuliana, W., ST, S., Keb, M., & Hakim, B. N. (2019). Darurat stunting dengan melibatkan 

keluarga. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. 
20 Miftah, F. (2024). Pemenuhan Hak Atas Kesehatan terhadap Anak Stunting di Jawa Timur 

dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Wajah Hukum, 8(1), 301-311. 
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masyarakat. Meski demikian, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi 

tantangan-tantangan ini, dan dengan komitmen yang kuat, regulasi gizi di Indonesia 

dapat diimplementasikan dengan lebih efektif untuk mencapai peningkatan status 

gizi masyarakat secara keseluruhan. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Hukum kesehatan di Indonesia telah menetapkan gizi sebagai komponen 

penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Regulasi terkait 

gizi, seperti Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan berbagai 

peraturan turunannya, memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan 

bahwa seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan akses terhadap gizi yang 

memadai. Meskipun demikian, implementasi hukum ini di lapangan masih 

menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya infrastruktur, keterbatasan 

sumber daya manusia, rendahnya kesadaran hukum, dan koordinasi lintas sektor 

yang belum optimal. Tantangan-tantangan ini menyebabkan adanya kesenjangan 

antara kebijakan yang telah dirancang dengan pelaksanaannya di tingkat 

masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan terkoordinasi 

untuk mengatasi hambatan-hambatan ini agar regulasi gizi dapat memberikan 

dampak yang nyata terhadap peningkatan status gizi masyarakat Indonesia. 

Saran 

Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi 

mengenai pentingnya gizi yang baik dan hak masyarakat untuk mendapatkan gizi 

yang memadai. Ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, penyuluhan, dan 

program pendidikan di sekolah-sekolah. 

Sektor swasta, terutama industri makanan, harus dilibatkan secara aktif 

dalam upaya peningkatan gizi masyarakat. Pemerintah perlu mendorong 

perusahaan untuk memproduksi makanan yang sehat dan bergizi sesuai dengan 

standar yang ditetapkan, serta mengawasi agar mereka tidak melakukan praktik 

yang merugikan konsumen. 
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